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DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

!t. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 69!L94 Kode PosS92LZ
REMBANG

RISATAH

RAPAT PARIPURNA ( I ) INTERNAL

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

USUL RAPERDA INISIATIF TENTANG PENYELENGGARAAN

PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juni zA19

Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

r. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten

Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;

2. Penjelasan Pengusul atas Raperda Inisiatif tentang

P enyelen ggaraanPerparkiran di Kabupaten Rembang;

3. Laporan Bapemperda atas hasil kajian terhadap Raperda Inisiatif

tentang Penyel en ggaraflfiPerparkiran di Kabupaten Remb ang;

4. PenutuP.

II.

IIr.



rv.

v.

PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GIINASIII, S.E.

2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VT. JUMLAII ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

VII. ANGGOTA Y,ANG IIADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi HaraPan

Jumlah

VI[. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

: 10 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

;45 orang

: 5 orang

: 5 orang

:2 orang

;7 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 28 orang

: 5 orang

: 3 orang

: 4 orang



4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASTH, S.H.

LAGU INDONESIA RAYA

Ass alaamu' alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

Yang saya hormati

: 1 orang

:2 orang

: I orang

: 1 orang

: 17 orang

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD beserta Staf.

Puji dan syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat

Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas ridlo, hidayah serta inayah-Nya,

sehingga pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2019, kita dapat

melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas usul

Raperda tentang Penyelen ggaraal Perparkiran di Kabupaten Rembang.

Usul Raperda ini merupakan prakarsa dari Komisi A DPRD Kabupaten

Rembang.

Rapat Da,Yan Yung terhormat,

sebagaimana dituangkan pada Pasal 107 ayat (1) huruf c Peraturan

DPRD Nomor 2 Tahun 201g tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang, bahwa Rapat Paripurna DPRD selain untuk mengambil

persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat'

mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan I atau wakil



bupati, memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda dan

APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 112

(satu perdua) dari jumlah anggotaDPRD.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang,

yang hadir secara fisik dan men andatangani daftar hadir adalah sebanyak

25 orang.

Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir dan

ketentuan yang berlaku, maka keabsahan kuorum dalam pelaksanaanrapat

paripurna hari ini telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucap Bismillaahirrohmaanirrohim tepat pukul

t2.25 WB, rapat paripurna dalam rangka membahas usul Raperda

tentang Penyelen ggar aanP erparkiran saya nyatakan dibuka.

( Ketuk palu 3 kali )

> H. Gunasih, S.E. ( PimPinan RaPat )

" Sebelum rapat kita mulai ada beberpa hal yang perlu saya

sampaikan yang pertama yaitu terkait dengan Pokok - Pokok Pikran

DpRD yang telah kita sep akati dalam rapat kemarin dengan TAPD

bahwa pokir masuk paling lambat hari Jum'at besok bisa lewat Mas

Yatno atau Bu Watini. Yang kedua ada surat masuk dari Bupati

terkait dengan Raperda Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 20L8, yang mau tak mau harus kita jadwalkan dan

agenda kegiatan DPRD telah kita tetapkan pada rapat banmus

kemarin dan karena rapat paripurn a adalah forum tertinggi dalam

pengambilan keputusan maka ini saya tawarkana$lada semua

anggota DPRD yang hadir gimana kalau rapat BadS)rlusyawarah

kita bahas pada waktu Bintek di Jakart a ??? Apakah disetujui ???"



F Anggota DPRD yang hadir menjawab

" Setujuuu...!!!!!
> H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan Rapat )

" Terima Kasih "

Rapat Dewan Yang terhormat,

Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya bacakan susunan

acara pada rapat paripurna ini, sebagaim ana lantg diagendakan dalam

Rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Mei 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. penjelasan Pengusul atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran

di Kabupaten Rembang;

3. Laporan Bapemperda atas hasil kajian terhadap Raperda tentang

P enye len ggar aan Perp arkiran di Kabup aten Rembang;

4. Penutup.

Rapat Dewan Yang terhormut,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penjelasan Pengusul atas

Raperda tentang Penyelen ggatar]_ Perparkiran di Kabupaten Rembang'

Kepada Pimpinan Komisi A atau anggota yang ditunjuk menyampaikan

penj elasan atas raperda, disilahkan'
l

:::PENIELASAN KOMISI A ATAS

RAPERDA TENTANG PENITELENGGARAAN PERPARKTRAN :::

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, s.Pd.I. atas penjelasannya'



> f Penjelusan Pengusul utas Raperda tentang Penyelenggaran

Perparkiran di Kabupaten Rembung terlampir )

F Interupsi Sdr. Joko Suprihadi,S.H. (Fraksi Karya Sejahtera )

" Maaf Pimpinan karena hasil kajian Bapemperda digunakan untuk

pemandangan umum fraksi makan dalam laporan Bapemperda poin 3

masa perijinan perlu kejelasan, dasarnya apa?? Terima kasih"

> H. Gunasih, S.E. ( PimPinan RaPat )
o. Terima kasih Pak Joko, Saya persilahkan Ketua Bapemperda untuk

menaggapi"

> H. Yudianto,S.H. ( Ketua Bapemperda )
., Terima Kasih Pimpinan, berdasarkan keterangan yang kita perloreh

bahwa masa perijinan parkir 5 tahun merupakan perjanjian atau MOU

arfiarapemkab dan pengelola perparkiran dan malah pada waktu kita

konsultasi ke biro hukum kemarin agar tiap tahun perlu dievaluasi."

> H. Gunasih, S.E. ( PimPinan RaPat )

" Gimanu P+ Joko ?? saya kira sudah jelas, dan saya mohon untuk

laporan kajian Bapemperda untuk redaksinya agar diperbaiki dan tiap

fraksi untuk dikasih kopiannya untuk acuan membuat pemandangan

umum fraksi."

Rapat Dewan Yang terhormat,

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan Badan Pembentukan Perda

atas hasil kajian terhadap Usul Raperda tentang Penyelenggaraan

Perparkiran di Kabupaten Rembang'

Kepada Ketua Bapemperda atatyang mewakili, disilahkan'

__:PENYAMPAIANKAIIANRAPERDAOLEHBAPEMPERI-IA:__

' Terima kasih saudara H. Yudianto, s.H. atas penyampaiannya'

Y(LaporanBadanPembentukanPerdaatashasilkajianterhadup
Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten

Rembang terlamPir )



Rupat Dewan yang terhormat,

Penjelasan atas raperda maupun laporan Bapemperda atas hasil kajian

terhadap raperda telah kita lewati, maka selesai sudah acara rapat paripurna

ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas

kekurangan dalam p elaksan aan rapat paripurna ini.

Selesai rapat paripurna ini, akan dilanjutkan dengan Rapat Fraksi-

Fraksi dalam men)rusun pandangan fraksi atas Raperda tentang

Penyelen ggaran Perparkiran di Kabupaten Rembang, untuk disampaikan

pada rapatparipurna besuk pagi, Jum'at tanggal 21 Juni 2019.

Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulillahi robbil 'alamin" tepat

pukul 12.45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalaamu' alaikum Wn W.

DEWAN PERWAIqLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKTL KETUA,

Drs. DRUPODO" M.Si.
Pembina Utama Muda

NrP. 19670421 199303 1 009

SEKRETARIS,

&*l-



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( I ) INTERI.{AL
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG USUL
RAPERDA INISIATIF TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI
KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Rembafig;

: Peqielasan Pengusul Komisi A atas Raperda

tentang Penyelen 1garuan Perparkiran di

Kabupaten Rembang;

: Laporan Badan Pembentukan Perda atas Hasil

Kajian terhadap Usul Raperda tentang

Penyelen ggaraan Perparkiran di Kabupaten

Rembang;
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TERKAIT RAP ERDA INSIATIF TENTANG PENYELENGGARAAN PERPAKIRAN

HARI/TANGGAI. : I(AMIS, 20 JUNI 2OII9
PUKUL :10.00 WlB

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET

2

1 2 3 4 5

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

1 H. MAJID KAMIL MZ Ketua DPRDz-- 1 a

2 SUGIHARTO Anoootal 2 tflw\r, I

3 H.M. MURSYID. S.T. ANN s -\\
4 ZAIMUL UMAM NS Anooota

-l 7.-ry' 4

5 MOKHAMAD ZAENURI Anooota ,/i/i6
6 SULISWO WETIARIANI Anooota

i1 6K
7 HENRY PURWOKO. S.Pd. Anggota 7 I
I MOHAMMAD ANSHORI Anooota .1 I

o H. SUPADI Anooota

10 NUR HASYIM Anqqota 10

FRAKSI DEMOKRAT t\ rl

11 H. GUNASIH. S.E. WakilKetua DPRD fs- \)n\* \
12 IMRO'ATUS SOLICHAH. S.E. M.H. Anqqota

=-=*l_
\ '-1>-

13 Hi. HTKMAH pUnrunrr4nwAh " \ Anooota J13 K l'

14 EKA SISWA KARTIKA Anooota \--tJ & 7

15 H. ISLAHUDDIN Anooota 1
'I (

16 H. HARNO. S.E. Anooota 16

17 MUGIYARTO. S.T. Anqgota 17

18 MOHAMMAD HARIYADI Anggota 18

II
FRAKSI PARTAI KEEANGKITAN

BANGSA

19 M BISRI CHOLIL LAQUF WakilKetua DPRD ,nil
20 MOHAMMAD IMRON Anooota 2A

21 ILYAS Anooota 21

22 SHOI FH BA Anqgota 22

)a MI JHAMMAD ASNAWI. S.Pdi. Anggota

24 Drs. H. MUH. SUBAWOTO Anooota I 24



FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

FRIDA IRIANI

KURNIAWAN. S.E.

YUDIANTO. S.H.

AYU ARDIYAH MAYASARI

LI IMRON WAHYUDI

SAHNINGSIH. S.E

PARAMITA PRAPANCA A.N.R. S.

Keterangan :

1 l:ljin
2 s: sakit

3c:cuti
4 DL : Dinas Luar

KABUPATEN REMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 88 Rembang 59212 Telp. (0295) 691194

I.

PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF
TENTAIiIG PENYELENGGARAAN PTRPARKIRAN

PENDAHULUAN
1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 02 Ta-hun

2018 tentang tentang Tata 'Tertib DPRD Kabupaten

Rembang , pasal 9 ayat 2 berbunyi Rancangan Perda yang

diqiukan oleh DPRD, Komisi, gabungan komisi atau

Bapemperda disampaikal secara tertulis kepada

Pimpinan DPRD;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami

berinisiatif mengusulkan Raperda tentang

"Penyelengga-raan PerParkiran".

DASAR

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - UndangtrL;

2. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2ol8 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Ralyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Prod.uk Hukum Daerah;

4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nom or 02 Tahun

2Ol8 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang'

PENJELASAIV
Bahwa perkembangan Kabrrpaten Rembang yang

semakin pesat^ yang j"g' diikuti dengan pertumbuhan
jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak yang

*""ggunakan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten,

sehingga diperlukan pengaturan atau pelayanan tempat

parkir """ri, terpadu arn terorganisir sebagai unsur

II.

III.



penting terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran
dalam lalu lintas.

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata lingkungan
tertib yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi
di daerah, perlu mengintensifkan penyelenggaraan dan
pengelolaan parkir guna pelayanan kepada masyarakat di
Kabupaten Rembang, maka penyelenggaraan perpakiran di
Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu.

Sebagimana prinsip dasar diselenggarakan
Penyelenggaraan Perparkiran adalah adanya:

a.kepastian hukum;
b.transparan;
c. akuntabel;
d.seimbmg; dan
e. keamanan dan keselamatan.

Sehingga Penyelenggaraan Perparkiran mempunyai tujuan
mewujudkan pelayanan Parkir yang tertib, lancar, amall,
dan terpadu dengan pusat kegiatan da3/atau lalu lintas'

f\T. PENUTUP

Demikian peqielasan Tim Inisiator Raperda Inisiatif
tentang Penyelenggaraan Perparkiran untuk dapat
ditindaklanjuti dalam pembatrasan Prolegda Kabupaten

Rembang.

Rembang, 20 Juni 2Ol9

KOIUISI A DPRD KABIIPATEI{ REMBAI{G

Ketua Tirn Inisiator

.-4w
MUTIAMMAD ASNAWT, s.Pd.r



rt lt I't|'lvlf.lll.trrl DAlrE lllrE ILIrl'lt rl,I,Ap 'Et..tsrlt, lAllrrlllll
t'E,nnanaP USUL RAPERDA INTSIATIT. DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN

PERPARKIRAN DI I(ABUPATEN REMBAJYG
Pada Paripurna Kamis Tanggal20 Juni 2019

I. PENDAITULUAN
Bahwa dengan dengan melihat kondisi dan situasi sekarang ini yang teryadi di

sepanjang jalan Kabupaten Rembang yang berjajar jEar kendaraan yang parkir

ditepr jalan dan hal tersebut juga menyebabkan tidak tertibnya parkir dan tidak ada

masukan PAD ke Kabupaten Rembang dan menyebabkan rawan kecelakaan

dijalan, hal tersebut memang sudah sepatutnya mebuat Perda tentang

Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rernbang.

il. DASAR
l. Uldang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

PerundAng-Undangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahrm 2006 tentan g Jal.an;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

4. peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib

DPRD KabuPaten Rernbang;

5. Hasil Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terkait Raperda Inisiatif

DPRD tentang Penyelenggaraan Pelparkiran: di Kabupaten Rembang

III. PELAKSANAAN
1. Rapat Bapemperda hari Senin Tanggal 17 Juni 2019 roelakukan Kajian terhadap

Usul RaPerda Inisiatif.

2. Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jateng hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019.

3. Rapat Bapemperda hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019 menyusun atas hasil kajian

, terhadap usul RaPerda Inisiatif
IV. HASIL KAJIAN
, 1. pengaturan perparkiran yang berada pada kawasan jalan Provinsi dan jalan

Nasional untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Z. Raperda sebaiknya juga mengatur sistern bagi hasil antara pemgelola perparkiran

dengan Pemerintah Daerah supaya ada kejelasan perhitungan dan payung

hukumnYa.

3. Masa perizinan yang dipatok dalaru pengelolaan selama 5 Tahun sekali untuk

dapat dikaji kembali, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja dari pengelola

parkir. Berdasarkan hasil konsultasi dari Biro Hukum Provinsi sebaiknya

perizinannya dilakukan evaltrasi 1 (satu) tahun sekali, untuk mengetahui kinerja

dari PengelolaParkir.
4. Manakaia terjadi kehilangan kendaraan juga harus dibebankan pada semua elemen

pengelola parkir, maka semua elemen pengelota parkir akan lebih bertanggung

jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Demikian Hasil Kajian Bapernperda atas Usul Raperda Inisiatif tentang

Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang'

Rembang,20 Juni 2019
BADAN PEMBENTIJKAN PERDA

H. YUDIANTO. S. H.





DEWAN PERWAKITAN RAKTAT DAEMH

, KABUPATEN REMBANG

Il. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 69LL94 Kode PosS92l2
REMBANG

RISATAH

RAPAT PARIPURNA ( II ) INTERI\AL

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

USUL RAPERDA INISIATIF TENTANG PENYELENGGARAAN

PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

Hari : Jum'at
Tanggal : 2l Juni 2019

waktu : 09.00 wIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

JENIS RAPAT : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten

Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT:

1 . Pandangan Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Penyelen ggaraan

Perparkiran di KabuPaten Rembang;

2. Skors ( untuk penyusunan jawaban pengusul );

3. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi;

4. persetujuan atas Usul Raperda tentang Penyelenggaraan

Perparkiran di KabuPaten Rembang;
t

5. PenutuP.

II.

m.



rv.

V.

PIMPINAN RAPAT

1. Nama ', : II. GIINASTH, S.E.

2. Jabatan : wakit Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si'

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

JUMLATI ANGGOTA

t. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi HaraPan

Jqmlah

VIL ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi HaraPan

Jumlah

: 10 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

:4 orang

;4 orung

: 45 orang

:7 orang

: 4 orang

: 5 orang

: 6 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 3 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK IIADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

:31 orang

: 3 orang

: 4 orang



3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.H.

LAGU INDONESIA BAYA

Ass alaamu' alaikum Wr. Wb-

Yang terhormat

Yang saya hormati

: 1 orang

:2 orang

:2 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 14 orang

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali rupat paripurna, marilah kita panjatkan puja dan puji serta

syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas semua

limpahan nikmat, taufiq dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua,

sehingga pada hari ini Jum'at tanggal 2l Juni 2019 kita kembali dapat

melaksanakan rapat paripurna dalam rangka membahas Usul Raperda

tentang Penyelen ggaruan Perpakiran di Kabupaten Rembang' Adapun yang

menjadi agenda pokok dalam rapat paripurna ini yaitu pandangan Fraksi-

Fraksi, Jawaban pengusul atas pandangan Fraksi-Fraksi serta Persetujuan

atas usul Raperda tentang Penyelen ggaraan Perparkiran di Kabupaten

Rembang.



Raput Dewan Yang terhormat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten

Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang

hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 26

orang. Adapun keabsahan kuorum dalam pelaksanaan rapat paripurna ini

adalah sama dengan yang berlaku pada rapat paripurna kemarin tanggal20

Juni Z0lg dalam membahas Usul Raperda tentang Penyelenggaraan

perparkiran di Kabupaten Remb&trg, yakni dihadiri oleh lebih dari satu

perdua dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan demikian kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi,

selanjutnya dengan mengucap Bismillaahirrohmaanirrohim tepat pukul

ll.2o wIB, rapat paripurna dalam rangka membahas usul Raperda

tentan g P enyelen ggaraanPerparkiran saya nyatakan dibuka'

(Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan Yang terhormat,

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan

ini, adalah sebagai berikut :

acara pada raPat PariPurna

Pembukaar,;

Pandangan Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan

Perparkiran di KabuPaten Rembmg;

Skors ( untuk penyusunan jawaban pengusul );

Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi;

Persetujuan atas Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di

I(abupaten Remban5

Penutup

1.

2.

J.

4.

5.

6.



Rapat Dewan yang berbahagia,

I(ta masuki acara kedua yaitu pandangan fraksi-fraksi atas Raperda

tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang. Namun

sebelumfly&, saya minta kepada juru bicara masing - masing Fraksi untuk

menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muh. Zaenuri

2. Fraksi Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muh. Asnawi, S.Pd.I.

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari

5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr.H. Yudianto,S.H.

6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Joko Suprihadi,S.H.

7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain

Secara berurutan, dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

disilahkan.

::: PANDANGAN FRAKSI.F.RAKSI ATAS RAPERDA:=_

NO FRAKSI DISETUJUI
DISETUJUI
DENGAIY

PENGUBAHAN

DITOLAK

1 PPP ,/

2 Demokrat
.,
J PKB
4 PDIP Nasdem
5 Partai Gerindra
6 Karya Seiahtera

7 Harapan

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi' atas

penyampaiannya.



Rapat Dewan yang terhormat,

Kita masuki acara ketiga yaitu Jawaban Pengusul atas Pandangan

Fraksi-Fraksi.

Kepada Ketua I(omisi A atau yang ditunjuk, disilahkan.

::: JAWABAN PENGUSUL ATAS PANDANGAN FRAKSI:::

F " Terima Kasih saya ucapkan kepada semua fraksi - fraksi yang tadi

sudah memberikan apresiasi atau menyetujui atas usul raperda

inisiatif tentang perparkiran dan terima kasih juga atas semua

masukan - rnasukan semua fraksi - fraksi dan akan kami tindaklanjuti

dalam rapat Panitia Khusus dan akan kami dalami dari pasal per

pasal."

Terimakasih Sau daruSdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. atas jawabannya'

Rapat Dewai Yang terhormat,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Pandangan fraksi-fraksi atas

Raperda , maupun jawaban pengusul atas pandangan fraksi-fraksi.

Apakah nantinya usul Raperda yang diajukan oleh Komisi A dapat

disetujui, disetuiui dengan pengubahan atau ditolak menjadi Raperda

Inisiatif DPRD, semuanya tergantung dari rekan-rekan anggota dalam

memberikan kePutusan.

untuk itu, saya tawarkan kepada saudara-saudara yang hadir pada

rapatparipurna ini :

,, Apakah usul Raperda tentang penyelenggaraan Perparkiran yang

diajukan oleh Komisi A dapat disetujui menjadi Raperda Inisiatif

DPRD ?"



::= SetUjU::
( Dengan suafa bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetuiui )

( Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan ynng berbahagia,

Acara demi acara dalam rapat paripurna telah kita lalui, maka

selesai sudah acara rapat pada hari ini. Kami atas nama pimpinan DPRD

memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Komisi

A, rekan-rekan Bapemperda, maupun para pihak yang telah membantu

dalam penyusunan Raperda ini.

Ucapan terimakasih pula, kami sampaikan kepada Saudara-Saudara

yang telah hadir dalam rapat paripurna ini.

Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulillahi robbil 'alamino' tepat

pukul 1 1.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wass alaamu' alaikum Wn Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

/, SEKRETAR[S,

Drs. DRUPODO. M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 1967042t 1993031 009



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( II ) INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG USUL
RAPERDA TNISIATIF TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI
KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III :

LAMPIRAN IV :

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Rembang;

: Pandangan Fraksi - Fraksi terhadap Penjelasan

pengusul atas RaPerda Inisiatif.

Raperda tentang Penyelen ggaraan Perparkiran di

Kabupaten Rembang.

Keputusan DPRD Nomor.....9....... Tahun 2019

tentang Persetujuan Usul Raperda Inisiatif

menjadi Raperda Inisiatif tentang

Penyelen ggaraan Perparkiran di Kabupaten

Rembang.



RAPAT PARIPURNA EPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT PERSETUJUAN USUL RAPERDA INSIATIFTENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI

KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL: JUM'AT, 21 JUN|2019
PUKUL : O9.OO WIB

NO N.AMA JABATAN TANDATANGAN KET

1 2 3 4 5

FMKSIPARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

1 H MAJID KAMIL MZ Ketua DPRD 1 t I:Ti
2 SUGIHARTO Anooota

rr' 
' lo',r'*J)

3 H.M. MURSYID. S.T. Anqqota 3

4 ZAIMUL UMAM NS Anooota io Crr
5 MOKHAMAD ZAENURI Anooota lltfrl)
o SULISryO WETIARIANI, Anooota

*t 01
7 HENRY PURWOKO. S.Pd. Anooota 7

I MOHAMMAD ANSHORI Anqqota /) I

I H. SUPADI Anqqota d )

10 NI-IR HASYIM 10

FRAKSI DEMOKRAT

11 H GUNASIH, S.E WakilKetua 11

1A2 MRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H Anooota ;l-\ Ul
13 Hi HIKMAH PURNAMAWATI Anqgota ;.( N-7 I

14 FKA SISWA KARTII(A Anqoota
-L T1J 4

15 H- ISLAHUDDIN Anqqota 15 /

16 H HARNO. S.E. Anqqota 16

17 MUGIYARTO. S.T. Anqoota 17

18 MOHAMMAD HARIYADI Anggota 18

,/) _
__TMKSI 

PARTAI KEBANGKI I AN
trANGSA \l

19 A,1t ltr WakilKetua DPRD 19 //t
Anggota /,? l,)f

20 MOHAMMAD IMRON ,,/ff|- 
J /

21 ILYAS Anqqota

22 SHOLEH. B.A Anooota -4rl \ul zz !11

23 MUHAMMAD ASNAWI, S.PE! Anrrhota T
24

24 Drs. H, MUH. SUBAWOTO Anqsota I



FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

ALI IRCHAM. S.T.

NANIK SRI SUNDARI

DONNY KURNIAWAN. S.E. M.M.

FRIDA IRIANI

HERI KURNIAWAN. S.E.

PUJI SANTOSO. SP. M.H.

YU ARDIYAH MAYASARI

H. ISMARI. S.H.

PARAMITA PRAPANCA A.N.R

Keterangan :

1 l:ljin
2 S : Sakit

3 c:cuti
4 DL : Dinas Luar
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. 
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Il. Diponegoro No. 88 Telp (0295) G91194 Kode pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP USULAN RAPERDA

TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OL9

fum'at , 21 funi ZUL9

Dibacakan oleh: MOKHAMAD ZAENURI

Assala mu a,la iku m Warohmatul lahi wa barokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....

BIS M I LLAH I R ROH MAN I RROH I M,..,.

Alhamdulillohi Robbil o'lamiin, asholatu wassolomu a'la Soyyidino Wamoulano
Muhommadin, wo'ola alihiwosohbihi ajmo,iin..., Ammo ba,du ...

Yang kami hormoti :

=> sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

=> sdr. Pimpinan dan anggota Bapemperda DpRD Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Dewan , beserta staf yang berbahagia.....

'rf
il .;

}'

1.. a:

ta



Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pandangan ini, terlebih dahulu marilah
kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH SWT, atas segala limpahan
Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai
saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna ini , dalam
keadaan sehat Wal afiat tidak kekurang suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosullallah,
MUHAMMAD SAW, dan para shahabat, serta seluruh keluarganya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini , dan juga masih di dalam bulan Syawal , kami dari
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Mengucapkan Selamat l'dul Fitri Minal a'idin wal
faaizin , mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan khilaf yang ada .

sdr. Pimpinon Dewan don segenop sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum kami , terhadap Usulan Raperda
tentang Penyenggqraon Perporkiron di Kobupoten Rembang tahun 2llg , yang
paparan dan penjelasanya disampaikan oleh sdr. Moch. Asnawi, Spd , ketua Komisi A ,
sekaligus selaku ketua Tim inisiator, pada rapat paripurna kemarin, harl Kamis tanggal
20 Juni 2AI9. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi
kepada para inisiator, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Naskah Akademisi
dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran tahun 2OLg ini , dapat segera
terselesaikan.

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup , dari materi yang termuat
di dalam Naskah Akademisi Raperda , dan juga penjelasan paparan dari ketua Tlm
inisiator, serta laporan dari hasil kajian Bapemperda DpRD Kab. Rembang , terhadap
usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang tahun
2019 ini , kami dari Fraksi.Partai persatuan Pembangunan, dalam pemandangan Umum
ini, memberikan penilaian posjtif demi kelancaran , ketertiban dan keamananan dalam
sector pelayanan Lalu lintas Pemerintah Kabupaten Rembang , dan selanjutnya
menerima dan menyetuiui usulan Rdperda Tentang Penyelenggdraon perporkiran di
Kab. Rembdng tdhun 2079 , untuk dijadikan Roperdo tentang penyelenggoroan
Perporkiron di Kobupaten Rembang Tahun 2olg .

Beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan,
didalam pembahasan, antara lain sbb :

L. Sesuai dari hasil konsultasi kami , pada Dinas Perhubungan propinsi Jateng ,

dijelaskan bahwa , di Ruang Milik Jalan , sepanjang jalan Propinsi dan Jalan

Nasional , dilarang dipergunakan tempat pengelolaan Parkir, untuk itu agar
keamanan , keselamatan, dan kelancaran lalu lintas tidak terganggu dengan
kendaraan lain yang parkir di tepi jalan tersebut , di tempat tertentu perlu



dibangunkan tempat Parkir di luar Rumija , sehubungan dengan hal tersebut,
Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan , agar pada ruas jalan propinsi dan
jalan Nasional diwilayah Pemkab Rembang dapat membangun Tempat ruang
Parkir , sebagai bentuk pelayanan masyarakat dan sekaligus sebagai sumber
pendapatan daerah kab. Rembang.

2. Berkaitan dengan pengurusan Perijinan , di dalam Raperda pasal 29 ayat 1 ,

disebutkan bahwa , Setiap ijin berlaku 5 (lima) tahun , agar pengelolaan parkir
yang ada di Kabupaten Rembang, nantinya sesuai dengan harapan maksud dan
tujuan Raperda ini , kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta , agar
setiap pemegang ijin Pengelolaan Parkir setiap tahun diadakan evaluasi , supaya
manfaat Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini , diharapkan semua
pihak yang terkait akan lebih mantap, aman dan nyaman . Dan untuk terciptanya
tujuan tersebut , diminta peran aktif dari Pemerintah Kabupaten Remb0hg ,
melalui OPD terkait, agar melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Demikian Pemandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Usulan
Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang Tahun 2019 dan
selanjutnya mohon untuk segera dilakukan pembahasan.

Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehingga apa yang
kita Iakukan , bermanfaat untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

BillahiTaufiq Wal Hidayah .....

Wassalamu a'laiku m Warohmatu llahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 2L Juni Z}Lg

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA SEKRETARIS

SUG!HARTO ZAIMUL UMAM NS



.PANDANGAN UTVIUM FRAKSI MffiMOKRAT
ATAS USUL RAPERDA lNI$lATIF

THNTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

a

:

FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN . REMBANG

: Rembang , 21 JUN! 2CI1S

Dlbacakan oleh : EKA SISWA KARTEKA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang

Telp. (0295) 691194

PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS USUL RAPERDA INISIATIF

TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

JUM'AT, 2I JUNI 2019
Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA

Assalam u'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

2. Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

3. saudara sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff

Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini perkenalkan kami

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan

taufik hidayah dan karuniaNya kita dapat bertemu kembali dalam rapat

paripurna internal DPRD Kabupaten Rembang ini untuk menyampaikan

pandangan umum fraksi atas usul Raperda lnisiatif tentang

Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang.

Kami juga tidak lupa mengu€pkan setamat hari raya idul fitri 1440 H

Mohon maaf lahir dan batin, semoga dibulan syawal ini membawa

manfaat kebaikan bagi kita semua.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Bahwa Perparkiran di Rembang saat ini banyak parkir liar dan tidak

masuk ke petugas parkir kalaupun ada setoran parkir dibawah

perolehannya dan jauh dari harapan karena parkir di rembang banyak

yang diborongkan.



Fraksi Demokrat berharap dengan adanya Perda perparkiran ini akan

mengatasi persoalan ini dan mengatasi kesemrawutan perparkiran di

pinggir jalan dimana pengguna jalan tidak nyaman'

Pola pengaturan parkir juga harus jelas dan tepat supaya tidak banyak

pendapatan yang menguap dan dapat menambah Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah panclangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan,

akhirnya kepada Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota

DPRD, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama

penyampaian ini, semoga Allah swT, Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan

perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal HidaYah

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Remban g, 21 Juni 20{ I
FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS
,, ".i

i!I r Ir
I ) rj
tl

'rl11" 
IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.

EKA SISWA KARTIKA



PARTAI KEBAI{OKITAT BAilGIA
nefda?ar?&craa

PemandanganUmum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAI\ RAKYAT DABRAH KABUPATEN RBMBANG
TERHADAP

RA PE RDA TE NTAN G PE NYELENG GARAAN PE RPARKI RAN

Disampaikan oleh : Drs. H. Muh. Subawoto

Pada Sidang Paripurna DPRD KabupatenRembang

Jum'at, 21 Juni 2Al,9

A s s al amu' al aikum wr.w b.

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Rembang

Yang kami Hormati, seluruh anggota DPRD kabupatenRembang.

Yang kami Hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta

jajarannya.

Yang kami Hormati,Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali pemandangan umum ini perkenankan meskipun sudah

lewat, kami mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan

batin. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin

sidang paripurna atas segala kesalahan yang telah kami lakukan baik

sengaja maupun tidak. Kami juga memohon maaf kepada seluruh warga

Kabupaten Rembang apabila kami khilaf dalam menjalankan tugas

sebagai anggota DPRD Kab. Rembang. Besar harapan kami, semoga ke

depan kami lebih bijak dalam bersikap dan lebih ikhlas dalam

mengemban amanah.



Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan

pemandangan umum sebagai berikut :

Penyelenggaraan perparkiran memang sudah seharusnya diatur

dalam sebuah Perda dengan mengacu pada PP Nom or 32 Tahun 20lt
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen

Kebutuhan lalu Lintas. Hal ini mengingat kebutuhan atas parkir yang

selalu naik seiring naiknya jumlah pengendara motor atau mobil di
Kabupaten Remb&f,g, sementara pelayanan perparkiran yang ada selama

ini masih belum memenuhi standar kelayakan.

Namun meski begitu FPKB memand ang ada beberapa hal yang

harus diperhatikan di antaranya adalah :

l. Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah untuk menindak-lanjuti

perda ini termasuk mengakonrodasi hal-hal yang diatur dalam

perda ini seperti menyiapkan lokasi dan fasilitas parkir,

menyiapkan pengelola parkir yang professional dan lain-lain.

2. Bagaimana solusi atas persoalan parker truk-truk besar di bahu
jalan sepanjang pantura kaliori-Sarang yang selama ini banyak

dikeluhkan oleh masyarakat karena mengganggu arus lalulintas

dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.

3. FPKB memandang perlunya peningkatan kualitas penyelen ggara

dan pengelola parkir, kalau perlu diadakan pelatihan-pelatihan

pengelolaan perparkiran sehingga pengelola parker betul-betul

professional dan tidak asal-asalan sebagaimana yang sering kita

lihat selama ini.



Pimpinan sidang dan Hadirin yang Kami Muriakan

Memandang pentingnya perda tentang penyelenggaraan

Perparkiran, maka FPKB menyetujui Raperda ini untuk segera di bahas.

Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan, semoga dapat
digunakan untuk menyempurnakan raperd a yang akan dibahas. Dan atas

perhatian parahadirin kami ucapkan Terimakasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Remban g,2l Juni 2019

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Muhammad Imron
Ketua

Ilvas
Sekretaris



FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKIIAN MKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

PANDANGAN UMUM FRAKSI

Partai Demokrasi lndonesia perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Usul Raperda lnisiatif DPRD tentang Penyelenggaaan peparkian Di Kabupaten
Rembang

Hari /Tanggal : Jum'at / Zt Juni ZOtg

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka....... Merdeka...... Merdeka.... ! ! !

Yang terhormat, sdr Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi pimpinan Daerah ( FoRKoMpINDA )

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda

Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , K? Kantor dan camat se- Kabupaten

Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang

kami hormati



i:1 r:f Ii'r-'1"4.rr -_r;1r:j*:/rf!:Llrrtx*9!.,:$luri!ffi

Hadirin Sidang paripurna yang Kami Muliakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa,

Allah swr karena atas berkah rahmat serta hidayahNya lah pada hari ini kita dapat
menghadiri rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat, serta tidak lupa
sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita wabi Muhammad
sAW, semoga kita menjadi umat yang diberikan syafaat olehnya di yaumil Akhir
kelak, Aamiin.

Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi, kami dari Fraksi pDl perjuangan

Nasdem mengucapkan Selamat ldul Fitri 1440 H Mohon maaf Lahir dan Batin.

Hadirin Sidang paripurna yang Kami Muliakan,

Menanggapi Atas usul Raperda lnisiatif DPRD tentang penyelenggaraan peparkian

Di Kabupaten Rembang, Kami Fraksi pDl perjuangan Nasdem berpendapat
Yang Pertama, Dengan ditetapkannya Perda tentang penyelenggaraan perparkiran

dimana masa perizinan yang pengetolaannya bisa dilakukan pengkajian tiap tahun
tanpa harus terlebihdahuru menunggu serama 5 tahun.

Yang Kedua, apakah Perda tentang Penyetenggaraan perparkiran ini nantinya
memiliki kewenangan dalam pengaturan serta pengelolaan perparkiran yang
berada pada kawasan jaran provinsi dan Jaran Nasionar?

Yang Ketiga, apakah jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor hanya akan
dibebankan kepada pengelcila parkir saja? Jika menjadi beban bersama antara
pengelola parkir dan pemilik keMaraan bermotor, maka harus ada peraturan yang

mengatur hal tersebut dengan jelas.

Yang terakhir, kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, menyetujui usul Raperda

lnisiatif DPRD tentang Penyelenggaaan Peparkian Di Kabupaten Rembang, untuk

kemudian segera dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga bisa segera

dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait Raperda tersebut.



Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, walaupun singkat
semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka.... Merdeka.... Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Ketua Sekreta ris

Jasmani Ali lrcham,ST



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAT GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERTI{DRA )DPRD KABUPATEN REMBANG

PARTAI

GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

ATAS

USUL RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG
PEI\YELENGGARAAN PERPARKIRAN D T KABUPATEN

REMBANG

REMBANG,2I Juni 2019



FRAKil :gi,f itiffillyffi 3. E s rA RA yADEwAN PERwAI.LAN R,iKYAT DAERAHKABUP{TEN npiwraxc
USULAN *,,#fl#,? TIF TENTAIYGpE N yE LE NG G +RooN.ilffi*oRKrRAr\Disampaikan oteh HliJffii,ro ,S.H.Pada sidano paripurn, ijbno KabupatenRembang, J-um ,at 21 Juni 2O1g

Assalamu ,alaikum 
wn utb.

S alom fndonesia Raya......

yang kami hormati Saudara pimpinan D'RD dan
segenap anggota Dewan.
yang kami hormati Sekretaris Dewan perwakiran
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Mengawari penyampaian pemand anganumum FraksiPartai Gerakan Indonesia Raya terhadap usuran RaperdaInisiatif fentang penyere nggaraan perparkiran 

diKabupaten Rernbang, kami tiada rupa mengajak kitasemua senantiasa bersyukur kepada Allah swT atassegala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya
sehingga kita bisa meraksanakan Rapat paripurna pada
siang hari ini dengan baik dan lancar. shorawat dan saram
senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosuruilah
Nabi Muhammad SAW.



Pimpinan Sid.ang dan Anggota paripurna yang
terhormatl

Terkait dengan pengajuan usuran Raperda Inisiatif
Tentang Penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten
Rembang, fraksi Gerindra padaprinsins ipnyamenyetujui
dan memberikan apresiasi yang setinggi tingginya
kepada inisiator Raperda tersebut yaitu saudara
saudaraku Komisi A DPRD Kabupaten Rembang 

,Dengan catatan - catatan sebagai berikut sebagai bahan
masukan untuk tindak lanjut dari usuran raperda
tersebut; 

;

t ' Di Kabupaten Rembang sudah ada perda Nom er 7
tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perda
Nomer 4 Tahun 2arc tentang perayanan parkir ditepi
jalan Umum

2'Perda Nomer g Tahun 20rg tentang perubahan 
atasperda Nomer 5 Tahun 2010 Tentang retribusi tempat

khusus parkir

untuk itu Raperda ini harus betur - betur di sinkronkan
dengan dua perda diatas agar tidak tumpak tindih dan
saling bertentangan karena dua - duanya juga mengatur
tentang Penyel e nggar aan parkir.

3. Bahwa terkait pengaturan penyerengg araan parkir
di Tepi jalan nasional dan jaran propinsi harus
betul betul di koordinasikan dengan pihak



pihak Tehnis terkait yaituKemenffian perhubungan
, Dinas perhubungan propinsi dan OpD
Perhubungan Kabupaten sehingga nantinya bisa
bermanfaat bagi pemkab Rembang dan Masyarakat
Kabupaten Rembang.

Pimpinan Sidang dan Anggota paripurna yang
terhormat;

Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan.
Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Arah
swT' Tuhan yang Maha Esa seraru menuntun niat baik
ini. Amin ya Robbal Alamiin
Wassalamu ralaikum 

Wr. lVb.

Remban g, 2l Juni 20lg
FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

H.CHASANUDDIN

Wakil Ketua
Sekretaris



. 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH

KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA
Sekretariat Jl.Diponegoro No 8g Rembang _ Telp (0295 ) 693290

@@

ffi
PANDANGAN UMUM FRAKSI KAYA SEJAHTERA ATAS USUL MPERDA INISIATIF

TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Disampaikan datam
Rapat paripurna rnternat DPRD Kabupaten Rembang

Jum'at, 21 Juni 2019

Assatamu ,ataikum Wr. Wb.

saudara pimpinan sidang dan Rekan-rekan Anggota DPRD KabRembang yang kami hormati.

Setetah mendengar Penjetasan Pengusul atas Usut Raperda lnisiatif
L"!!ung Penyetenggaraan Perparkiran dan- Laporan Bapemperda atas HasitKajian usul Raperda lnisiatif 

. tentang Penyetengguiu;n perparkiran,
perkenankantah Fraksi Karya sejahteru h"nyumpaikan pandangan fraksisbb.

Perkembang^an witayah Kabupaten Rembang baik di kota Rembanpmaupun ibukota kecamatan lainnya semakin pesat. pertumt"u;r;l;;ilf;
kendaraan yang semakin ber[ambah mengakibatkan meningkatnyakebutuhan petayanan parkir. Masatah perparkirin ini katau tidak diketotasecara baik akan sangat mengganggu keiertib.n, keamanin, dun ketancaranlatu [intas' Disamping itu dJngan pengetotaan parkir yang tertib, potensipendapatan retribusi parkir akan menla-di optimat.

Dengan argumentasi diatas, Fraksi Karya sejahtera setuju usutRaperda lnisiatif tentang Penyetengguruin perparkiran menjadi Raperda.
Menutup pandangan fraksi ini kami menyampaikan sesanti ,,Sepi ingpamrih, rame ing gawe". Apabita ada hat-hat y.ng kurang berkenan mohonmaaf sebesar- besarnya.

Wassatamu 'ataikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua, Sekretaris,

H. ISMARI, SH H. JOKO SUPRIHADI, S.H.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2OI9

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISATIF DPRD MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF

DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa Rancangan peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan perparkiran berasal dari DPRD Kabupatei
Rembang telah melalui tahapan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 9 Peraturan DpRD Kabupaien Rembang Nomor2 Tahun 2or8 tentang Tata Tertib DPRD Ka6upaten
Rembang;

b. bahwa berdasarkan_sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembangtentang Persetujuan penetapan Rancangan peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan perparkirarf

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor i3 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungai
Propinsi Jawa Tengah;

2. undang-urrarng Nomor 3g Tahun 2oo4 tentang Jaran;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOg tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

4- undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana terah beberapa kafi
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;



6, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2oLL tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serti
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2}ll
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

tentang Forum

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5s rahun 2ol2 tentang
Kendaraan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor g0 Tahun 2ol2 tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan- dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor T4 Tahun 2or4 tentang
Angkutan Jalan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2oLT tentang
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
Pedoman Penyusunan peraturan Tata
Perwakilan Rakyat Daerah;

2018 tentang
Tertib Dewan

Nomor 5 Tahun 2016
Perangkat Daerah

Daerah

Dewan
tanggal

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perhubungan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
tentang Pembentukan dan Susunan
Kabupaten Rembang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor g rahun 201gtentang Ferubahan .L" peraturan- Daerah Kabupaten
Rembang Nomor s Tahun 2010 tentang Tempat parkir
Khusus;

Memperhatikan: 1. Pendapat fraksi-fraksi Dewan perwakilan Rakyat
Kabupaten Rembang, tanggal 21 Juni 2otg.

2. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat paripurna
Perwakilan Ra}ryat Daerah Kabupaten Rembang
21 Juni 2019.

MEMUTUSKAN
Menetapkan:
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana
terlampir;



KBDUA

KETiGA

Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana diktum PERTAMA
Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang,
kepada Bupati Rembang;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 21 Juni 2A19

A DPRD
TEN REMBANG



DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI HARAPAN
Sekretariat: Jl. Diponegoro No.88 Rembang PAN

PANDANGAN UMUM FRAKSI HARAPAN ATAS USUL RAPERDA INISIATIF
TENTANG PENYELENGGARMN PERPARKIRAN

Disampaikan datam
Rapat Paripurna lnternat DPRD Kabupaten Rembang

Jum'at, 21 Juni 2019

Assatamu 'ataikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Rekan-rekan Anggota DpRD
Kabupaten Rembang.

Setelah mendengar uraian Pengusul atas Usut Raperda lnisiatif tentang
Penyetenggaraan Perparkiran dan laporan Bapemperda atas Hasit
Pengkajian Usut Raperda lnisiatif tentang Penyetenggaraan perparkiran,
tibatah saatnya kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi HARApAN sbb.

Pertumbuhan jumtah kendaraan bermotor akibat meningkatnya
kemampuan ekonomi masyarakat akan diikuti permintaan ruang untuk
parkir- Penyetenggaraan parkir yang tidak tertib dan disiptin belpotensi
timbulnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Oteh karena
it.u penyeetetnggaraan parkir pertu diketola secara terpadu dan sistematis.
Disamping itu Pemerintah Daerah mendapatkan kontribusi berupa
Pendapatan Asti Daerah dari retribusi parkir.

Berdasar pertimbangan tadi, kami Fraksi HARAPAN menyetujui Usut
Raperda Inisiatif .tentang Penyetenggaraan Perparkiran meniadi iaperOi.
Demikiantah Pandangan Umum Fra[sJ HARAPAN, apabita aOi frat-ili ,;;gkurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassatamu 'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN

Sekretaris,

SAHNINGSIH, SE



Menirnt:ilng

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENY ELEN GGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

L.

b.

BUPATI REMBANG,

l:ilirrna perkernbarrgtr.il Kaibupaten Rembang yang
sernarkiri pesat jt.igr: diil<uti r-letrgan pertumbuhan

-lrtn"ilah ketlclnl-aan bert:rolor 1:6rtr* semakin bany'atr<

sehirrgga merrgal<i.ba.t[<an meningkalt:t'n
kelrutuhall pelayanan tempat parkir di Daerah;

bahr,va perparkiran menJadi salah satu ut1sul:

penting terwujudnya ketertiban, keamanan dan
kelancaran lalu iintas, yang penyelenggaraan
perlu dikelola secara ter:padu dan terorganisir;

bahwa rlalam rangka mervujudkan tata
lingkungan tertib yang serasi, tertib lalu lintas
dai tertiU ad.ministrasi di daerah, perlu

mengintensifkan penyelenggaraan - {u'
p"rg""loi.rtt Parkir secara terpadu dan

terorganisir;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
masyarakat di Daerah Kabupaten Rembang di
bidang perparkiran clan untuk mewujudkan
ketetlban, i<eamanan dan kelancaran lalu lintas,
maka penyelenggaraan perpakiran di Daerah perlu

ciilakukan secara terencana dan terpadu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan

huruf d, periu menetapkan Peraturan Daerah

tentang tentang Penvelenggaraan Perparkiran;

d.



Mengingat 1t" Pasal 18 ayat (6i Llndang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pemtreutukatr Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkr,rngan Propinsi Djau'a Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

tJndang-Undang Nomor 38 Tahun 2A04 tentang
Jalatr (Lemtraran Negara Tahun 20A4 Nomor 132

Tir.nrbaha.n Lembat^an Negara Nomor 4444)',

Und.ang-Unclang Nomor 22 Ta1nun 2AOg tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Inclonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negafa Republik indonesia

Nomor 5025);

lJnclang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Peml:entukanPeraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 5234);

Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tal:un 2O14 Nomor 244, Tambahan

l,enrbaratr Negara Republik Itrdot-resia Nomor 5587)'

sebagaimana telah belterapa kaii diubatrr terakhir
c1r:ngat'l tJndang-Utlciarng Nornor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan I(edua Atas Undang-Undang

Notnor 2?t Tahurr 2014 teutang Pemerintahan

I)ar_.r"alr (Lembaran Nergara Repr-rblik lrrdonesia Tahui'r

201 5 l\ortor 58, Tambahan Lembaratr Negara

Ilepublik Indoneisa Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2OO5

tentang Jalan (Lembaran I{egara Tahun 2A06 Nomor

86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2O11

tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak'

serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor (rl,

Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia

Nomor 5221\;

2.

nJ.

4.

5

6.



Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2}ll tentang
Forum Lalu. Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2ALl Nomor 73,
Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia
Nomor 5229);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republil< indonesia
Tahun 2012 Nomor l2O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2AI2 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jaian
clan Penindakan Pelanggaran Laiu Lintas dan
Angkutan Jaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 'Nomor 187, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 5468)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OL4 Nomor 260);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembin.aan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017

Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujt"tan Bersama

DEWAN PERWAi{ILAN RAKYAT DAERAH T<ABUPATEN REMBANG
d'an

BUPATI REMBANG

Menetapkan :

MEMUTUSIdAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

12.



a.J.

4.

P,AB i
I(ETENTUAN UMUN,I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Llnsur penyeleuggara

Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi ker,venangau daerah otonom'
Bupati adalah Bupati Rembang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dervan

Perwal<ilan Rakyat Daerah dalam penyelenggal:aan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kervenangan Daerah'
Orang adalah orang perseorangan.
Badan adalatr sekumpulan orang rlan/atau.modal yang merupakan
kesatuan, baitr< yang melakukan usaha maupun yang tidak
mel;rl<u kan usai:i-r )/tlng meliputi perseroan terbatas, perseroan

l<onrnaditer, perseroan Daerah (BUMD) derrgan tlama lain dan dalam
bentuk erpaplrn, f-irrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasal"r, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi iainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnva
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Perparkiran adalah seluruh kegiata.n yang berkaitan dengan

l:envelenggaraan fasilitas Parkir rneliputi pengaturan, pembangunan,
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan

kerven atrgannl,'4.
Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak
untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat Parkir
bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
Penyelenggara fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau

badan yan g menyelenggarakan perparkiran'
Pengelola fasilitas Parkir adalah setiap orang atau badan yang

rnengelola jhsj..titas Parkir yang rliselenggarakan oleh penyelenggara

parl<ir.
Tempat Parl<ir I(husus adalah tempat yang $ecara kirusus digur:aka.n

sebagai tempat parkir: kendaraan beserta fasilitas penunjangn-va

yang clisedjal<an dan/atau dikelola oleh Penyelenggara Fasilitas

Par:kir-,

Jalan aclal:rh selurul:r bagian Jalan, termasul< bangunan pelerlgkap

dan perlengl<apein yang diperuntukal'r bagi Lalu Lintas umum, )'ang
beracla pada pennukaan tanah, di atas llermukaan tanah, di bawah

5.
6.

7.

B.

9.

10.

i 1.

12,

13.



permukaan tanah clan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali

jalan rel clan ialan kabel.

14" Rualg h,{ilik Jalap adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang

manfaat .j;r1ar': t'ilr1f{ rnetsih menjadi bagiatr dari ruang milik jalan yang

clibatasi oleh tancla batas rlrang milil< jalan yang dimaksudkan untuk

rnernglufti ;,rei-svariitan kelu,asau keatnalan penggunaall jalan

a'l;rt-a l.itr ilirtui< 1<eperluan pelebaralr rual-Ig matrfaat jalan pada

masa Yang al<an clatang'
.l5. Jalr:r aclalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas

kendaraan.
16. Lajur aclarlah bagian jalur yang memalljang, dengan atau tanpa

marka jalan, vallg merniliki le}:ar cukup untuk satu kendaraan

berrnotor sedang berjalan, seperti sepeda motor'

17. Lalr-r lintas aclalah gerak kend.araan dan orang di ruang ialu iintas

jalan. '

18. Analisis Dampak Lalu Lintas ad.alah serangkaian kegiatan kajian

mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastr-uktur y6pg hasiln5,a dituangkan dalam

bentul< clokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas'
19. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran iuas efektif untuk meletakkan

sLlatu ketrdaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu'

ZO, Izin Penvelerrggaraan Fasilitas Parkir )ang selanjutnya disebut izrn

adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap

orang atau baclan yang menyelenggarakan fasilitas parkir'

21. Pemilik izin ad.alah orang perseorangan atau badan dalam

menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki win dari

Pemefintah Daerah.
2'2. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan Parkir"

pada fasilitas Parkir yang telah rnemiliki izin'

BAB II

RUANC LINGKUP, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. prinsip dan tujuan;
b. fasilitas Parkir;
c. penyelen.ggara Fasilitas Parkir dan juru Parkir;

d. ketentuan Perizinan;
e. ganti kerugian dan kehilangan;
f. ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. pengawasan dan Pembinaan; dan

h. ketentuan sanksl.



Pasai 3

Perparkiran d iselenggarakan berdasarkan prinsip :

a. kepastian hukum;
b. transparan;
c. al<untabel;
d. seimbang; dan
e. keamalran clati keselilmatan'

Pasal 4

Perparkiran diselenggarakan clengan tujuan mer'vujudkan pela1'anan

parl<ir yang ter:tib, Iancar. aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan

clan/atau lalu linLas"

i]AB III .

FASILITAS PAR}flR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Fasilitas Parkir umum terdiri dari:
a, fasilitas Parkir umum di dalam Ruang Milik Jalan; dan

b. fasiiiatas Parkir umum di luar Ruang Milik Jalan,

Bagian Kedua
Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 6

Fasilitas Parkir cli dalam Ruang Milik Jalan atau Tepi Jalan Umum

dapat diseienggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang

di.nyatakan clengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan'

Parkir sebagaimana dimaksud pada a17at (i) diselenggarakan r:leh

pemerintah Daerah dan/atau d.ikerjasamakan dengan pihak ketiga

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku'

Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di bagi menjadi rayon-rayon parkir yang ditetapkan

berdasarl<an wilayah, kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan

kebutuhan Parkir sesnai artralisis kebutuhan Parkir.

Ketentuarn lebitr lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud

pada avat (2) dan rayon parkir sei:agairnana rlimaksud pada ayat (3)

djatur clalam Peraturan BuPati.

(1)

(2)

(s)

(4)



Pasal 7
(1) Parkir Kenclaraan bermotor di tepi Jalan umum cliatur secara sejajar

atau mernbentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
(2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan

LurrLlm hanl,-ar cla.pat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
(3) Penetapan suclut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu

dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 8
(1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas

ditetapkan jenis Kendaraan dengan Jumlah Berat yang
Diperbolehkan (JBB) -vang dilarang Parkir di tepi Jalan umum.

(2) Keterrtuan lebih lanjut mengenai jenis da:r Jumlah Berat Br:uto yang
Diperbolehkarr (JBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati. '

Pasal 9
Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Fasilitas Parkir dj
dalerm Ruang N4ilil< Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila
rnerLrpai<an:
a. temparl 1.rei"i-rr.'iieralr)p.arn pejalan l<aki atau tempat penveberangan

sepr:cla lir]rH; tol;,iir ritteir Lukar: ;

b. ialr-rr l<hr-tst-ts peialarr l<aki;
c. jali-rr kleusris sepeda;
d. tikurrgan;
e. jembatan;
f. terowongan;
g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpallgan;
i. murka pintu keluar masuk pekarangarr/pusat kegiatan;
j. tempat )rang dapat menutupi rambu laiu lintas atau alat pemberi

isyarat lalu lintas;
k. berdekatan dengan kran pemadam kebakaran atau sumber air untuk

pemadam kebakaran; atau
1. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 10
(1) Lokasi fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagairnana

climaksr-td dalarn Pasal 6 ditetapkan oleh Br-rpati.
(2) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat

(i) dilakukan dengan memperhatikan:
a. rencana urrrum tata ruang;
b. analjsis dampak lalu lirrtas; dan
c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.



(S) penetapan lokasi dasilitas Parkir diklasifikasikan berdasarkan

kawasan pengendaliarr Parkir.
(4) pembangunan dan penetapan ruang miiik jalan untuk fasilitas Parkir

dapat diberlakul<an pembatasan berdasarkan waktu danlatau hari

dengan rambu Parkir'

Pasal I 1

(1 ) Pen-\,,s{6.n*gar-a Parl<ir cli dalam Ruang Milik Jalan u,ajib:

a. menyeclial<an tempat Parkrr yang sesuai standar teknis )'ang

ditentukan;
b. melengkapi fasi.litas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka,

clan mecLia informasi tarif, dan rn'aktu;

c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang

aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;

d. menjaga keamanan kendaraan yang dipzu-kir; dan

e. mengganti kerugian kehi.langan atau kerusakan kendaraan

sesuai l<etentuan peraturan perundang-undangan'

tzlPenggunaParkir-clidalamruangmilikjaian\\'ajib:
a. menyimpan tancla bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang

Parkir;
b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat

Parkir dan ketentuan Parkir lain;
c. mernastil<an l<enclaraan terkunci dengan baik;

cl. trclal< meninggalkan barang berharga dan tanda bukti Parkjr di

dalanr kenclaraallnva;
C. mclllltuhi ltetenluan tentang tata Cara ['arkir datl tata Cara

berlatru lintas, dan

f. merlalnIi tata terti$ yanB d.ikeluarkap oleh penyelepggat'a

Parkir.
(3) Penyelenggara Parkir sebagaimana dirnaksucl pada ayat (2\ dapat

bekerjasama cler:ga1 pihak ketiga sesuai dengan ketentuan

peratu ran perundatr g-undangan'

Pasal 12

parkir Kendaraan d"i dalam Ruang milik Jalan dilakukan secara sejalar

ataumembentuksudutmenurutarahLaluLintas.

Pasal 13

(1) Pengguna fasilitas Parkir di clalam Ruang Milik Jalan dievaluasi

paling lama 1 (satu) tahun'
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud. pacla ayat (1) diiakukan oieh

Perangkat Daer.ah yang menyelenggarakan, urusan perhubungan'



(3) Bupati mencabut penetapan fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik

Jalan apabila hasil evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),

mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas'

Pasal 14

setiap orang atau Badan yang akan menggunakan Ruang Milik

Jaian sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat

insid.entii, wajib menclapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang

ditunjuk.
Pemberian rzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan

]<epad"a Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perwinan atas

rekomenrlasi Kepala Perangkat Daerah )rang menyelenggarakan

urusan perhubungan'
Penyelenggara tr<egiatan yang menggunakan Ruang Milik Jaian

sebagai temirat trar:kir untuk kegialan . tertentLt sebagaimana

d.imaksuci parla ayat (1), harus menempatkan petugas sesuai

kebutuhan.

Pasal 15

I(etentuan lebih lanjut rrlengenai penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang

Milik Jalan d.iatur dalam Peraturan Bupati'

Bagian Ketiga
Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasai 16

Fasilitas Parkir untuk umum cli iuar ruang milik jalan dapat berupa:

a. pelataran ilarl<ir:
b. taman trarl<ir; dan/atau
c. gedung Parklr.
Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana

dimaksucl pada ayat (1) cliperuntukkan bagi sepeda dan kendaraan

bermotor.
Fasilitas par:i<ir sebagaimana dimarksucl pada ayat (i) rliatur

sirl<ulasi ditri postsi par-kir I(enclaraat] -\rang clinyatakan dengart

ramhu L;i1r-.r [,intas atau rnar]<a Jalan, clan ditreri tanda berupa huruf

atauangl<a--\'angmenrberikalrkemuclahaubagipenggunajasauntttk
merlen r u katr l(endar-aannya'

Fasjlitas parl<ir sepeda sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) harus

berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman'

pelataran par:kir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a clan huruf b harus memiliki batas-Lratas tertentu'

(1)

{2\

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)



t6) Gedupg parkir setragaimana. dimaksud pada aVat (1) huruf c iran-rs

memenuhi persvaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-

undangan.

tTl Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harr-rs memPeriratikan :

a.. rencana urxum tata ruang;

b. analisis damPak lalu lintas;
c. kemttdahan bagi pengguna jasa; dan

d. }<elestarian lungsi lingkungan hidup'
(g) Lokasi fusilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapl<an oleh BuPati'

Pasal 17

(1) Setiap bangunan Llmum dan/atau -Yang diperuntukkan untuk

tr<egiatan clar:r/atau usaha harus dilengkapi tempat Parkir sesuai

kebutuiran Sa[uan Ruang Par:]<ir.

(2) Apabila penyecliaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),tidakmemungkinkanclapatd'iupa3lakanSecarakoiektifatau
bersama-sama clengan bangunan lain yang berdekatan.

(3) penyediaan tempat Parkir secara kolektif atau bersama-san1a

sebagaimana climaksud pada avat (2), ditr-rangkan clalam perjanjian

kerjasiLrna,

Pasal 1B

(1) penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik
jalan i,vajib:
a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yallg

ditentukan;
b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka,

dan media inforrnasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan

informasi fasilitas Parkir khusus;
c. memastil<an kendaraan keiuar masuk satuan ruang Parkir

d.engan aman, selamat, d.an mempriorltaskan kelancaran lalu

lintas;
d. menjaga keamanan kendaraan yang cliparkir;

e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan

f. mengganti l<erugian kehilangan dan kerusakan kendaraan )/ang

cliirarkir sesuai clengau kelentuan peraturan perundang-

undangan.
12) l)alanr hn1 penggurra jasa Parkjr telah memasuki ai'ea Parkir dan

ticlak menclapatl<an tempat Parkir, clibebaskan dari bia','3 parkir'

(3) Penggttna jersa [rarrkir- rvajib:

a. nremltayat' atas peme-rl<aian rllang llarl<ir;



b. men\rirnpalr tanda bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang

Pai-kir;
(:. rnetnat-ulrt t'atlllu parkir, satuan rUang parkir, tanda isyarat

par'[<ir, datr l<etentuan Parkir lain;

d. uremastikan kendaraan terkunci dengau baik; dan

e. ticlak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti Parkir di

dalam kendaraannya'

Pasai 19

Ketentuan lebjh lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir di luar ruang
milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati'

Pasal 20
(1) Bupati dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.

(2) Pembatasan kapasitas ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan pemberlakuan tarif Parkir khusus.

Bagian KeemPat
TemPat Parkir Khusus

(1) penyerenggara Faslitas partll:lltll umum d.i iuar Ruang Mitik jalan

wajib menyecliakan Tempat Parkir Khusus untuk:
a. penYendang cacat;
b. manusia usia lanjut; dan
c. wanita h.amil,

(21 Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (i) paling

sedikit memelluhi PersYaratan:
a. kemuclahan akses memnuju dari dan/atau ke banguuanlfasilitas

yang clitu.ju;
b. terseclia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari

kendaraallnya;
c. dipasang tanda Parkir khusus; dan

cl. terseclia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB IV

PENYELENGGARA FASILITAS PARKIR DAN JURU PARKIR

Bagian Kesatu
Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 22

Penyelenggara Fasilitas Parkir meliputi:
a. Pemerintah daerah;

b. Badan; dan/atau



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(21

(3)

(4)

C. Orang.
Pasal 23

Penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dima.ksud dalam Pasal22
dapat bekeq'asama dengan pihak ketiga sebagai pengelola Fasilitas

Parkir.
Pengelcilaan l;'arsitritas Parkir rniilk Pemerintah Daerah dikelola oleh

Pemedntah llaet'ah dan clapat ctikeijasamakan derrgan pihak tr<etiga

melalui 6:elelangatr clan penuniukan sesuai cielrgarr ketentuan yang

berlaku.
Pihal< }<etign seltagairniltra dimal<sucl pacia a]'at (1) dapat menunjul{
junu parkir'.
I(etentuar": lelrih iaLnjnt mengeuari 1<etlasama sei:agaimana dimaksud
pacia a),at (2) rliatur dalarr"r Peraturan Bupati"

Bagian Kedua
Juru Parkir

Pasal 24
Penyelenggara fasilitas Parkir dan/atau pengelola fasilitas Parl<ir

berkewajiban mendaftarkan juru Parkir yang bertugas pada fasilitas
parkir yang dikelolanya kepada Perangkat Daerah yal1g

menyelenggat'akan uru san perhubungan.
Juru Parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memakai pal<aian seragam dan tanda pengenal sebagai jun-l

Parkir: pada saat bertugas sebagai juru parkir;
b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
c. memusnahkan tanda bukti Parkir yang diberikan kepada wajib

retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi,
dalam hal Parkir yang dikenakan Retribusi.

Selain pengeioiar parkir dan/atau petr-tgas parkir yang
rJipekerjakan oleh lrengelola parkir dilarang melakukan kegiatan di

bidang pal'kir.
Ketentuarr lebih lanjr-rt mengetlai persyaratall, pendaftaran, bentul<

tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru
Parkir diatur dalam Peraturan Bupati'

BAB V
I{E'TENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25
(i) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan

wajib memiliki izin.



(3)

(41

(s)

(1)

(2)

t2) Penyelenggaraalr Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan

sebagiaman dimaksud pada ayat (1) dapat diiakukan oleh orang

atau Badan, beruPa:
a. usaha khusus PerParkiran; atau

b. penunjang usaha Pokok'
Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan

kepacla Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas

rekomenclasi Kepala Perangkat l)aerah yang menyelenggarakan

urusan perhubungan.
Dasar memberikan rekomendasi, Kepala Per:angkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan perhulrungan harus mempertimbangkan

hal-hal sebagai ber-ikut:
a. keterseriiaan ruang Parkir;
h. kemuclahan bagi penggurla iasia-; dan

c. analists datrpal< lalu lintas apabila berupa tempat khusus Parkir

dan tempat Pari<ir pacia furrgsr bangunau gedung tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Pasal 26
Pembangunan tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan harus

memenuhi persYaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.
Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf
a meliputi:
a, status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan; dan

b. penyusunan dokumen analisis dampak Ialu lintas sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku.
persyaratan telcnis sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:
a. kebutuhan ruang Parkir;
b. persyaratan satuan ruang Parkir;

c. komposisiPeruntukkan;
d. alinyemen;
e. kemir:ingan;
f. ketersidiaan fasilitas pejalan kaki;
g. alat penerangall;
h. sirkulasikendaraan;
i. fasilitas pernaciam kebakaran;

(3)



j fasilitas Penganlatr; dan
k. fasilitas l<eamanan

(4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Fasilitas Farkir di clalam gedung harus memenuhi persyaratan:

il. koirstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan

peru n cla n g-u n clern gan ;

b. raflLP uP <lan rL\tlLP doutn;

c. sir:kulasi uclara;

d. raciitts Putar-; dan
e. jatur keluar darurat.

Pasal 27

(1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Fasilitas

Parkir di luar Ruang Milik Jalan, mengajukan pernohonan secara

tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud

d.alam Pasal 26, kepada Br-rpati melaltti Kepala Perangkat Daerah

-vang membidangi Perizinan.
(2) Kepala lrerangkat l)aerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menerbitk an izin dalam jangka r,vaktu paiing lama 14 (empat belas)

trari l<erjar se3a1< berkas permr:hortan clinvatakan lengkap dan benar'

Pasal 28

Idete6trlal lehi.[r lnlr 
1 
r:1. rnr:rrgenai perst,arirtalr dan tata cara perizlnafi

sebagaimatra clirta[<sucl clalam Pasal 26 dan Pasal 27, diatur dalam

Per"atu r-an 13r.t pati.

Bagian Ketiga.
lr4asa Berlaku dan Peninjaua.u lzin

Pasal 29
(1) Setiap izin berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Izitt berlal<u untLt}< I (satu) lokasi fasilitas Parkir dan 1 (satu)

penyelenggara Fasilitas Farkir'

Pasal 30
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Ltrusan perhubungan

dapat meninjiu kembali lzin dalam iangka kepentingan manajemen dan

rekayasa lah-r lintas.

BAB VI
CANTI KtrRUGIAN DAI\ KEHILANGAN

Pasal 31

Apabila terjacli kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi Parkir:

a. di d,alam ruang miiik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dikelola

oleh pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan



b.

yang diakibatkan kelalaian petugas Parkir menjadi tanggunglawab

Pengeloia Parkir; dan
d.i luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang atau badan mal<a

kehilarrgan atau kerusakan kend.araan yang diakibatkan keialaian

orang pribadi atau baclan menjadi tanggungjawab orang pnbadi atau

bad.an penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau pengelola Fasilitas

Parkir.

BAB VII
KETENTUANPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

Pasal 32

Setiap Orang atau Bad.an yang melakukan kegiatan/usaha

penyelenggaraan lrasilitas Par:kir di luar Ruang Milik Jaian

dikenakan Pajak Parkir.
Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Rhang Milik Jalan yang

disediakan, climiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir'

Penyelenggaraan fasilitas Parkir d,i dalam Ruang Milik Jalan oleh

Pemerintah Daerah dikenai<an Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umutn.
Ketentuan mengenai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

retribusi sebagaimana dimaksud pada aYat (2), dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Daerah tersendiri'

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Bupati ber-wenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

Penyeienggaraan Perparkiran di Daerah'
Kewenangan pembiriaan dan pengawasan sebagaima,a drmaksud

dalam Pasal clilal<sanakan oleh Kepala Perangl<at Daerah yal1g

nrenyelenggaral<an urusan perhubungan'
I{etentuarr lebi1'r laiiir-rt- metlgenai pelaksanaan pembinaan- datr

pengawasan sebagaimana climaksurl ilada a1'at (1) diatur dalatn

Peraturatr Ilaierati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34
Pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal rr ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21

ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 a5'61 (1) dikenakan sanksi

administratif.

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

{2)

(31

(1)



(2J Sanksi ad,ministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. Pencabutan Kartu Tanda Anggota;

d. penghentian sementara kegiatan usaha Parkir;

e. penyegelan fasilitas Parkir; dan
f. Pencabutan izin.

Pasai 35

setiap pengguna Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), dikenakan

sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), berupa:

a, teguran lisan;
b. tindakan pemlndahan kendaraan; ,

c. pengempisan roda kendaraan;
d. penggembokan roda kendaraan; dan/atau
e. denda administrasi.
Kerusakan ketrdaraan akibat peminclahan kendaraan, pengempesan

rocla kenrlaraatr atau penggembokan roda kendaraan sebagaimana

drmaksucl pacla ayat (2) huruf b, a\rat (2) huruf c, aYat (2) huruf d
bukan nlerlrpakan ts.nggung jar,vab Pemerintah Daerah.

Apabila kendaraan dikenakan tindakan pemindahan kendaraan

sebagaimana dimaksud pada ayal (21 huruf b atau penggembokan

roda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pemilik

kendaraan clapat mengambil kembaii kendaraannya setelah

melakukan pembaYaran denda.

Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukatr

oleh Perangkat l)aerah terkait dan merupakan pendapatan Daerah'

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda sebagaimana

climaksucl pacla ayat (2) huruf d" diatur dalam Peraturan Bupati'

Pasal 36

Selain karena pengenaan sanksi administratif sebagaimana

cljmaksr:cl clalam Pasal 34 ayal (2) ht-truf- e, izin dapat dicabut

apabiia:
a. atas permitrttrartt clari pemilik izirr;

b. pernilil< iztn trir:trir-rggal dutia;
c. clipipda|t.tlrga1rl<an oleh pemiiik izrn kepacla pihal< Iain;

ci. nrelanggar kr:tentuan -\rang cliteltapkal dalam izin dan/atau

meletlt ggar l<etertit:an Llmum; dan/ atau

e. tztn cUiceluarl<an atas data yang tidak benar/clipaisr-rkan oleh

pemoirotr iziu.

(i)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)



(1)

(2) Pencabut:.rn izirr sebagaitrna ciinral<sucl pada aYat t'l) rliser:tai dengan

ilelr Ll ttil:air iiasilittls lrat kir'

Pasal 37

I(etentuan lebih 1at-rjut metrgenai ta.ta cara dan tahapan Penerap-al sanksi

administratif sebagai*u,r^ iimaksud clalam Pasal 34 dan Pasal 35 serta

pencabut an izin-J"Uugui-ana dimaksud' clalam Pasal 36 diatur clalam

Peraturatr tsr-tPati.

BAB X
I{ETENTUAN PTNYIDII{AN

Pasal 38

PejabatPegar,uaiNegeriSipilt,ertentudilingkunganPemerirrtah
Daerahdiberiwewenangkhusussebagaipenyid'ikuntukmelakukan
penyidil<antindakpidanasesuaiperaturanperundang-undangan
yang berlaku.
Wewenangpenl,,idiksebagimanacl.imaksuclpac1aayat(1)adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan' dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

b. meneiiti, mencari, d'an mengumpulkan keterangan mengenai

orangpribad'iataubadantentangkebenaranperbuatanyang
d.ilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan tindak prdana;

cl. merr eriksa trul<r]l, catatan, dan dokr-rrnen lain berkenaan dengan

tindal< Prc"tana;

e. melal<ukar-r penggeledahan untuk mencia'patkan bahan buktj

pen:ri:ukuu.,^p.*.atatan,darldokumenlain'sertamelakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penYidikan tindak Pidana;
g.menyuru}:berlrenticlan/ataumelarangseseorangmeninggalkan

rLlanganatautempatpad'asaatpemeriksaansedangberiangsung
dan merneriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang

(2)

dibalva;
h. memotret seseorang yang berkaitatr

i. memanggil orang untuk didengar

sebagai ter:sangka atau saksi;

j. menghentil<are penyidikan; dan/atau

k. melal<ukarr tindakan lainyang perlu untuk kelancaran penyidikan

tinclakpiclanasesuaiclenganketentuanperaturanperundang-
undan gan.

Penvidik sebagaimana
dimulaint,a i:enVidil<an

dengan tindak Pidana;
keterangannya dan diPeriksa

dimaksr:d pada ayat (1), memberitahukan

dan menyampaikan hasii peny'ldikann)/a(s)



i1)

kepacla Penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-t-tnclang Hukum Acara Pidana'

BAB Xi
i{ETtrI\TLJAN PlDANA

Pasai 39

Setiap Or-ang ataru Badarr yang metrt'elenggarakan Fasiiitas Parkir

tanpa mer"liliki izin sebagaimana clrrnaksr-id ctalam Pasal 14 a5''21 (11

ctiancam clengan piclana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

piclana rlenda p.lit,g banyak Rp50.000,000,00 (lima puluh juta

rupiah).
setiap orang atau Baclan yang melanggar larangan sebagaimana

dimaksucl dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50'000'000,00 (lima

pulr,rh juta ruPiahi
Tindak pidana sehagaimana d"imaksud" pada ayat (1) dan ayat (2)

merupakan Pelanggaran.

BAts XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasai 40
pada saat peraturan I)aerah ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan

sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin'

Pasal 41

Fasilitas Parkir yang sudah ada dan/atau suclah beroperasi, dalam waktu

2 (dua) tahun s.]at diund.angkannya Peraturan Daerah ini rvajil:

**"V.*""i1<an dengln ketentuan Calam Peraturan Daerah ini'

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai ber-laku, Peraturan Bupati yang

berkaitan clengan pelyelenggaraan Parkir d'in.vatakan masih tetap berlaku

sepanjang betum Oigu.r'tti atii tiart bertentangan dengatr kete,tuan dalam

Peraturan lfaeralh ini.

t2)

(3)

tsAts XIII

IGTENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung
ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini
sejak Peraturan Daerah



Pasal 44
Peraturan Daerah in.i mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Daerah i"i a"rrfun penempatannya d'alam Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

L)iun dan gkau cli Remt":ang
pada tar-rggal

SEiGBTARIS DAERAH KABUPATEN

REMBANG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN '"'' NOMOR "'"

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA

TENGAH (...../.....)



I.

PBNJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH IilBUPATEN REMBANG
NOMOR.... TAHUN,...

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

UMUM

Pertambahan jumlah kenclaraan sebagai akibat semakin

meningkatnya kemampuan perekonomian masvarakat akan diikuti

d.rrgan bertambahnya permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu

lintas berupa fasilitas parkir. Penyenyelenggaraan parkir berpotensr

pada tirnbui gangguan ketertiban lalu lintas, keamanan dan

kenyamanal:Imas-\,at-akat.Gangguat-rtersebut.salahdiantar.rryadapat
muncul dari parkir. Agar terw'ujucl ketertiban, keamanan dan

kelancaran laltt lintas, maka penl'elenggaraan parkir perlu dikelola

secara terparl-r dan terorganisir sehingga masyarakat bisa.

merrciapatkan pelayallan dibidang Per-parkirall yang memadai dan di

sisj lairr Penrerjntah Daerah menclapatl<ern konti:ihusi berttpa

Pendapatan Asli Dzrei:a.h ciari sektor pa-jak maullul1 retnbusi l)aerah'

i,alu lintas dern augkutatr jalarr rneniilrl<i pel'an sangat pentrng

clan str-at.egts;. sc-,hilrgger periu adanl'a lrengaturan, pengendaliall,

pengawasan rlan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan

cii Daeralr rneniar-ii kewetraugatr Pemerintair Daerah' Salah satu upaya

pengatura.n c1i bidang ialr-r lintas ad,alah perryelenggaraan perparkiran,

),ang clalam ]<enyataannya tempat-tempat parkir cli pinggir jalan pada

lokasi jalarn tertentu baik di baclan jalan maupun dengan

menggunal<an sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif'

Dalam meniridaklajuti berlakunya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 20og tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang

perluuntukmengaturpenyelenggaraanPerparkiraninidan
menetapkannya clalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Perparkiran tersediri.
PeraturanDaerahtentangPenyelenggaraan,Perparkiranini

rliharapkan bisa mer.n ujudkan penyelenggaraall perparkiran di Daerah

berialan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan

drrrTat^,-r lalu lintas d.an ter-wujudnya perlindungan dan kepastian

hukum.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukr"rp jelas.

Pasal 4
Cul<r.rp jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Curkup jelas
Pasal 1 1

Cukr-rp jelas.
Pasal 12

Cuknp.jeias.
Pasal 13

Cr-r l<r.rp .jelas"
Pasal I 4

Clrl<Lrp lelas.
Pasal 1 5

Cul<up jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas"

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal l9

Cr,rkr,rp jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21



Cukup jelas.
Pasal 22

CukuP jelas'
Pasal 23

CukuP jelas.

Pasal 24
Ayat (i)

CukuP jelas'
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas'

Lir.rruf tr
Yang d"imaksi"rd dengan "t-anda bukti parkir"

antara lain karcis, kupot:, dan tanda bukti parkir

elektr:onik. '

Huruf c
Ketentuan ini berlaku bagi jum parkir pada

fasilitasyangdiselenggarakanolehPemerintah
Daerah

Pasal 25
CukuP jelas.

Pasal 26
CukuP jelas.

Pasal 27
CukuP Jelas

Pasal 28
CukuP jelas.

Pasal 29
CukuP jelas'

Pasal 30
CukuP jelas'

Pasai 3l.
Cr"rkuP jelas.

Pasal 32
CukuP jelas.

Pasal 33
CukuiP telas'

Pasal 34
CukuP jelas'

Pasal 35
Avat (1 )

Cr-rkuP jelas

AYat {2)



Hur-uf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pemindahan kendaraan"

adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir
yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk
kegiatan perparkiran, antara lain dengan

kendaraan derek atau mobil angkut kendaraan.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas"

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 4 1

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR."...



. . ;' i. ri{;;L*i;l itg}-u

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAI(YA']] DAERAFI KA}3I]PATIIN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAI.I

KEPUTUSANDEWANPERWAIflLANRAIryATDAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2AL9

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

INISATIF DPRD MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYBLtrNGGARAAN

PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAtrRAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang

Mengingat:

Penyelenggaraan Perparkiran berasal dari DPRD Kabupaten
Rembang telah melalui tahapan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud daiam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi.{awa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan;

3. Undang-Undalg Nomor 22 Tahun 2OOg tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
20i5 tentang Perubahan Kedua Atas Undilng-Utrdang Nomor
23 Tahun 2A74 tentang Pemerintahan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

7'PeraturanPemerintahNomor32Tahun20lltentang
ManajemendanRekayasa,AnalisisDampak,Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

S.PeraturanPemerintahNomor3TTahun20l]tentangForum
Lalu Lintas dan Angkutan Jaian;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan;

l0,PeraturanPemerintahNomor80Tahun2ot2tentangTata
CaraPemeriksaanKend.araanBermotorcliJalandan
PenindakanPelanggaranLaiuLintasdanAngkutanJalan;

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang

JaringanJalanLaluLintasdanAngkutanJalan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Al4 tentang

Angkutan. Jaian;

1,3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Ped.oman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan RakYat Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

" ifiilI;H:ftT1l$t"'aten 
Remi:ang Nomor e rahun 2o1s

lT.PeraturanDaerahKabupatenRembangNomor5Tahun2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang;

18.Peratr-r.,.,,D,'",ahKaLrr'rpatenRembarrgNomorSTahutn20lB
tentang Perubahan ^tn"* 

Peraturatr DaerzrhKabupaten
RembangNomor5Tahr:n2010teutangTempatParkir
Khr-rsus;

Memperhatikan: 1. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Per-wakiian Rakyat Daerah

Kabr-rpaten RemLrang, tanggal 21 Jr-rni 20i9'
2. pembicaraan-pembiiaraan clalarn rapat Paripurna Dew'an

Penvakilan Rat yat Daerah Kabupaten Rembang tanggal

21 Juni 2019.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
nemuang tentang Penyelenggaraat Perparkiran sebagaimana

terlamPir;



KEDUA

KETIGA

; Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Kabirpaten nembang sebagaimana - -diktum PERTAMA

X"p"i"*rn ini rnenjadi-Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang,

kepada BuPati Rembang;

: Keputusan ini muiai ber'laku sejak tanggal ditetapkan .

.', DitetaPkan di Rernbang' Pada tanggal, 21 Juni zALg

PATEN REMBANG

ID KAMIL MZ


